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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta 

autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Salah satu 

kewenangan Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, 

perjanjian, maupun penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk 

dinyatakan dalam akta autentik. Selain itu juga, dalam hal menjamin kepastian 

tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, menyimpan akta, salinan dan kutipan 

akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau 

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

undang, seperti yang tertuang di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Setiap Notaris 

dalam hal pembuatan akta dituntut agar selalu memberikan akses terhadap 

informasi yang seimbang di antara para pihak yang berjanji sehingga di dalam suatu 

perjanjian tersebut para pihak saling mengerti dan memahami isi dari apa yang 

diperjanjikan. Setiap wewenang yang diberikan kepada suatu jabatan haruslah ada 

aturan hukumnya1. Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat 

penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan 

 
1 Philipus M.Hadjon & Tatik Sri Djatmiati, Tentang Wewenang, Edisi V, (Surabaya: 

Majalah Yuridika, 1997), hal. 1.  
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tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan tersebut sangatlah rentan 

terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, 

sehingga lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris haruslah lebih 

diefektifkan.  

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diawasi oleh Majelis 

Pengawas Notaris hal ini diatur di dalam Pasal 1 ayat 2  Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris (selanjutnya disebut 

PERMEN 15 Tahun 2020), yang juga mempunyai kewenangan dan kewajiban 

melaksanakan pembinaan serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku 

dalam pelaksanaan jabatan Notaris dengan membentuk Majelis Pemeriksa. 

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya mengenai pelaksanaan tugas 

jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga haruslah sesuai 

dengan Kode Etik Notaris. Serta tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris 

yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris haruslah dalam 

pengawasan Majelis Pengawas seperti yang diatur dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN. 

Hal ini menunjukkan begitu luasnya ruang lingkup pengawasan yang dilakukan 

oleh Majelis Pengawas. Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran, maka Majelis 

Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Selain itu, 

dalam Pasal 70 huruf a UUJN juga menyatakan bahwa Majelis Pengawas juga 

diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris setelah mendapat laporan dari masyarakat yang merasa 

dirugikan.   
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Negara Indonesia yang merupakan salah satu tujuan wisata dunia, sehingga 

banyak wisatawan asing yang mengunjungi. Keanekaragaman kekayaan alam yang 

terkandung di dalam bumi pertiwi ini memberikan peluang untuk mengembangkan 

usaha yang begitu besar sehingga menjadi daya tarik bagi para investor untuk 

berwirausaha di Indonesia. Selain itu, Warga Negara Asing (selanjutnya disebut 

WNA) yang berkunjung ke Indonesia dan juga banyak yang tertarik untuk 

memperpanjang waktu tinggal mereka bahkan sampai berkeinginan untuk tinggal 

menetap serta keinginan untuk menguasai tanah sebagai investasi ataupun sebagai 

tempat tinggal. Salah satunya di Pulau Bali yang terkenal dengan pantai-pantai dan 

objek wisatanya yang indah, sehingga banyak WNA berkeinginan untuk memiliki 

tempat tinggal ataupun memilik bisnis properti seperti hotel, vila, dan homestay 

dengan cara menguasai tanah dengan alas hak milik.2  

Namun keinginan WNA untuk memiliki properti dengan hak milik tersebut 

tidaklah dimungkinkan dikarenakan hukum tanah Nasional Indonesia yang 

melarang WNA untuk memiliki tanah dengan status sebagai Hak Milik. Hal mana 

menegaskan bahwa status Hak Milik tersebut hanya diperuntukkan bagi Warga 

Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) saja. Hal ini dikarenakan hukum tanah 

di Indonesia menganut asas nasionalitas dalam sistem pertanahan, sebagaimana 

tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya 

disebut UUPA) dengan jelas menyebutkan bahwa: 

“Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas 
tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang 

 
2 Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 

1-2.    
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angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta 
sesama Warga Negara Indonesia baik asli maupun keturunan”.  
 

Sehingga mengakibatkan keterbatasan bagi WNA untuk dapat memiliki hak 

milik atas tanah di Indonesia. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) jo. 

Pasal 26 ayat (2) UUPA menjelaskan bahwa: 

“Hanya Warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas 
tanah atau badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk 
mempunyai hak milik dengan syarat-syaratnya, sehingga segala bentuk 
pengalihan tanah dengan status hak milik kepada orang asing adalah 
batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara.”  
 

Namun Undang-Undang memberikan kesempatan bagi WNA untuk 

memiliki Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan seperti yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015. Oleh karena itu, 

hak milik atas suatu tanah tidak dapat diberikan, dimiliki,  ataupun dipindahkan 

menjadi milik WNA sebab hal tersebut secara tegas dilarang oleh undang-undnag 

dengan ancaman batal demi hukum.3 Namun untuk menyiasati peraturan tersebut, 

dalam praktiknya salah satu cara yang ditempuh WNA yaitu dengan menggunakan 

Perjanjian pinjam nama atau Perjanjian Nominee. 

Istilah Nominee sering disamakan dengan istilah pinjam nama atau 

perwakilan, dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat antara WNA 

dengan WNI. Di mana dalam Perjanjian Nominee tersebut mengandung unsur 

penyelundupan hukum. Akta yang dibuat oleh Notaris untuk para pihak terutama 

oleh WNA dibuat dengan tujuan untuk mendapat kepastian hukum dan dapat 

dijadikan alat bukti yang kuat tentang hak atas kepemilikan tanah tersebut. Selain 

untuk dirinya sendiri juga untuk alat bukti di pengadilan apabila terjadi 

 
3 Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Perspektif, Cetakan ke-3, (Bandung: Remadja 

Karya, 1998), hal.22. 
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permasalahan atau sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. 

Contohnya tersirat dalam akta sewa menyewa. Perjanjian Nominee merupakan 

perjanjian yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak dapat menjadi 

subyek hak atas tanah tertentu (hak milik), dalam hal ini WNA dengan seseorang 

yang menurut hukum bisa menjadi subyek atas tanah (hak milik) yaitu WNI, 

dengan tujuan agar WNA tersebut dapat menguasai (memiliki) tanah hak milik 

secara de facto, namun secara legal-formal (de jure) tanah hak milik tersebut 

diatasnamakan WNI. Dengan perkataan lain, WNI dipinjam namanya oleh WNA 

(bertindak selaku Nominee).  

Penyelundupan hukum muncul sebagai suatu konsep baru yang dilahirkan 

oleh individu tertentu untuk mencapai keinginan yang sesungguhnya telah dilarang 

oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang menggunakan konsep kuasa 

yaitu dengan menggunakan pihak WNI sebagai Nominee merupakan salah satu 

bentuk penyelundupan hukum karena bila dilihat secara sepintas, perjanjian 

tersebut seolah-olah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku 

karena tidak dalam bentuk pemindahan hak secara langsung. Namun, apabila isi 

dari perjanjian tersebut ditelaah secara saksama, maka perjanjian tersebut secara 

tidak langsung menyiratkan untuk memindahkan hak milik atas tanah tersebut 

kepada WNA.  

Hal ini banyak terjadi di daerah-daerah tujuan turis, salah satunya seperti di 

Provinsi Bali. Bali sebagai daerah pariwisata yang terkenal hingga ke mancanegara 

menjadi salah satu tujuan destinasi oleh berbagai pihak untuk menanam modal, baik 

penanam modal dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini banyak memunculkan 

permasalahan, misalnya WNA yang berniat untuk membangun tempat tinggal atau 
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perusahaan di Indonesia. Hak Pakai dianggap kurang menguntungkan bagi warga 

negara asing sehingga penerapan berbagai peraturan tentang hak pakai di Bali 

khususnya tidak berjalan dengan baik sehingga menempuh cara dengan 

menggunakan perjanjian Nominee dalam kepemilikan tanah di Bali.  

Salah satu contohnya yaitu terjadi pada kasus sengketa antara Karpika Wati 

dengan Maurice Alan Pons dalam Putusan Nomor 787/Pdt.G/2014/PN.DPS dimana 

Karpika Wati (selanjutnya disebut Penggugat) yang merupakan WNI dan Maurice 

Alan Pons (selanjutnya disebut Tergugat I) yang merupakan WNA telah saling 

mengenal dengan baik sejak tahun 2006. Oleh karena diiming-imingi janji bahwa 

tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut akan segera dibangun vila dan akan di 

sewakan kepada pihak lain yang kemudian hasil yang didapat dari pengelolaan vila 

tersebut akan dibagi bersama. Penggugat pada tanggal 12 Juni 2007 telah membeli 

sebidang tanah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor”1022/Desa Pererenan, 

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 22.03.05.18.0113, dengan Surat Ukur 

Nomor: 1216/Pererenan/2008, tertanggal 12 Maret 2008, seluas 975 m2 (Sembilan 

ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Jantuk Angsa (dahulu 

bernama Gang Sabana), Desa Pererenan, Kecamatan Mangwi, Kabupaten Badung, 

Propinsi Bali yang tercatat atas nama Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 

169 tertanggal 12 Juni 2007 yang telah dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris 

dan PPAT Kabupaten Badung. Eddy Nyoman Winarta, SH (Tergugat II), yang 

beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Emas Kav. 31-32., Jalan By Pass Ngurah 

Rai No. 5, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. 

Tergugat I kemudian meminta Penggugat untuk membuatkan akta-akta atas 

tanah tersebut di kantor Tergugat II. Kemudian Penggugat pada tanggal 12 Juni 
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2007 telah membeli sebidang tanah kemudian pada awal tahun 2008 atas tanah 

tersebut telah dibangun sebuah vila dengan nama Emmanuelle serta ditempati oleh 

Penggugat sendiri hingga saat ini. Bahwa atas obyek tanah tersebut di atas yang 

dibuatkan dan dibebani dengan Akta Notaris Nomor 89 tanggal 24 Maret 2008 

tentang Sewa Menyewa Tanah, Akta Notaris Nomor 90 tanggal 24 maret 2008 

tentang Pengakuan Hutang dengan Memakai Jaminan, Akta Notaris Nomor 91 

tanggal 24 Maret 2008 tentang Pernyataan dan Kuasa dan Akta Notaris Nomor 108 

tanggal 01 April 2008 tentang Akta Pemberian Hak tanggungan oleh Tergugat I 

yang sangat jelas memposisikan Penggugat selaku Nominee. 

Tergugat I meminta Tergugat II membuatkan Akta-Akta Notaris/perjanjian 

notariil atas tanah tersebut di mana materi dalam Akta-Akta Notaris/perjanjian 

notariil tidak sesuai dengan fakta hanya sebagai ”kedok” Tergugat I sebagai warga 

negara asing untuk maksud memindahkan hak milik secara tidak langsung kepada 

Tergugat I, dengan tujuan memiliki aset-aset tanah/Property khususnya di pulau 

Bali. Berdasarkan hal tersebut, ditemukan adanya perjanjian pokok yang diikuti 

dengan perjanjian lain terkait dengan penguasaan hak atas tanah oleh warga negara 

asing menunjukkan bahwa secara tidak langsung melalui perjanjian notariil, telah 

terjadi pembuatan Perjanjian Nominee yang mana sama sekali tidak dikenal dalam 

sistem hukum Indonesia khususnya dalam hukum perjanjian Indonesia, dan tidak 

ada pengaturan secara khusus dan tegas, sehingga dapat dikatakan mengandung 

pengertian yang kosong/norma kosong, karena Perjanjian Nominee dapat 

dikategorikan sebagai penyelundupan hukum yang merupakan salah satu perbuatan 

melawan hukum. 
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Salah satu tindakan yang melahirkan konsep baru sebagai upaya 

penyelundupan hukum adalah keinginan orang asing untuk memiliki/menguasai 

hak milik atas tanah di Indonesia dengan instrumen Perjanjian Nominee secara 

notariil. Sebagaimana pelarangan yang telah dipaparkan, pada kenyataannya masih 

ada Notaris yang bersedia mengakomodir penguasaan hak milik atas tanah oleh 

WNA dengan membuatkan akta notariil salah satunya akta sewa menyewa yang 

mengandung unsur penyelundupan hukum dengan memposisikan WNI sebagai 

Nominee. Kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kurangnya pengertian dari 

Notaris yang selalu menganggap bahwa akta yang dibuatnya sudah sah apabila para 

pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum. Namun sering tidak diperhatikan terhadap obyek dan causa yang 

diperbolehkan.4 Maraknya kasus penyelundupan hukum tersebut membuat peran 

Majelis Pengawas Notaris mempunyai andil yang cukup besar dalam mengawasi 

dan melakukan pembinaan terhadap Notaris yang melaksanakan tugas jabatannya.  

Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan 

penelitan mengenai “Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Upaya Mengawasi 

Penyelundupan Hukum Akta Sewa Menyewa Dalam Mengakomodir Penguasaan 

Tanah Oleh Warga Negara Asing di Indonesia.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut :  

 
4 Koeswadji, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center of Documentation 

and Studies of Business Law, (Yogyakarta: 2003), hal. 98. 
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1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Notaris dalam mengawasi adanya 

unsur penyelundupan hukum terkait akta sewa menyewa dalam 

mengakomodir penguasaan tanah oleh warga negara asing yang dibuat oleh 

Notaris? 

2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terkait akta sewa menyewa yang 

mengandung unsur penyelundupan hukum dalam mengakomodir 

kepentingan Warga Negara Asing untuk menguasai tanah di Indonesia?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Majelis Pengawas 

Notaris dalam mengawasi adanya unsur penyelundupan hukum terkait akta 

sewa menyewa dalam mengakomodir penguasaan tanah oleh warga negara 

asing yang dibuat oleh Notaris? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tanggung jawab Notaris 

terkait akta sewa menyewa yang mengandung unsur penyelundupan hukum 

dalam mengakomodir kepentingan Warga Negara Asing untuk menguasai 

tanah di Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan 

kepustakaan untuk memperbanyak referensi ilmu hukum dalam bidang 

Hukum Kenotariatan. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi 

berbagai pihak yang bermasalah hukum mengenai Peran Majelis Pengawas 

Notaris Dalam Upaya Mengawasi Penyelundupan Hukum Akta Sewa 

Menyewa Dalam Mengakomodir Penguasaan Tanah Oleh Warga Negara 

Asing di Indonesia. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yang masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub-bab untuk mempermudah 

pemahamannya. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

 

BAB 2  : TINJUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab utama. Pertama adalah sub-bab 

mengenai landasan teori dan sub-bab kedua akan membahas mengenai 

landasan konseptual. Selanjutnya dalam sub-bab landasan teori akan dibagi 

menjadi beberapa sub-bab lagi agar memudahkan pembaca untuk memahami 

penelitian ini. 

 

BAB 3  : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan. 

Kemudian akan dijelaskan pula mengenai spesifikasi penelitian, objek 
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penelitian dari penelitian ini, metode pengumpulan data dan metode analisis 

data. 

 

BAB 4  : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab ini akan membahas mengenai kasus yang digunakan oleh Peneliti untuk 

membuat penelitian ini. Kemudian, pada bab ini pula akan dianalisis rumusan 

masalah yang sebelumnya telah dikemukakan. 

 

BAB 5  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian ini. Selain 

itu pada bab ini pula akan diberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


